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PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 3 TAHUN 2000
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG EOTA DEMAK

e

BAGIAN WILAYAH KOTA II
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EGSA
BUPATI DEMAK,

bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Eota
Demak wvang terarah, Rencana Umum Tata Ruang Kota
Demak EKabupaten Demak perlu dijabarkan ke dalam
Hencana Detail yang leblh coperaesgional ;

bahwa untuk malksud tersebut huruf a, maka Hencans
Detail Tata Kuang EKota Demak Bagian Wilayah Kota
Il perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah .

Undang undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemben-
tukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi
Jawa Tengah ( diundangkan pada tanggal 8 Agustus
1960 % =

Undang-undang Nomor 5§ Tahun 1960 tentang Pe-
raturan Dasar Pokok-pokok Agraria { Lembaran
NMegara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Nomor Z2043) ;

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan
(Lembaran Negara Tahun 1580 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3186) ;

Undang-undang Nomor & Tahun 1890 tentang Konser-
vasl Sumberdava alam dan Hayvati dan Ekosistemnya
(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara MNomor 3419) ;

Undeng-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Pena-
taan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1832 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1987 tentang Penge-
lolean Lingkungsn Hidup (Lembaran HNegara Tahun
1897 HNomor 86, Tambahan Lembaran MNegara Nomor
JeE8) ;
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Undang-undang HNomor 22 Tahun 1995 tentang Peme-
rintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 13993 Nomor
60, Tambahan Lembaran Hegara Nomor 38338) )

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang
Jalan (Lembaran HNegara Tahun 1985 Nomor 37,
Tambahan Lembaran Negera Nomor 3233) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 13987 tentang
Panyverahan Sebagian Urusan Pemerintah di Eidang
Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3352) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1893 tentang
Analisa Mengenai Dampak Lingkungan { Lembaran

‘WNegara ‘Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran

Negara MNomor 3538) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Homor 58 Tahun
15988 tentang PFPetunjuk Pelaksanaan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kota

Eeputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
840/Kpts/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang
Kota ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
1892 tentang Petunjuk Pelaksandan Paraturan
Daerah tentang Rencana Kota ;

Eeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor B4 Tahun
1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peratu-
ran Daerah Perubahan ;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Demak Nomor 5 Tahun 13988 tentang Penyidik Pega-
wai Megeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Demak (Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Tahun 1988
Nomor 8) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Demak HMNomor 4 Tahun 1987 tentang Rencana Umum
Tata Ruang Kota Demak (Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Demak Tahun 1597 Nomor 8), .

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAEKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

MEMUTUSEAN -

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG RENCANA
DETAIL TATA RUANG EKOTA DEMAK BAGIAN  WILAYAH
KOTA Il

BAB 1

Dalam Peraturan Daerah inil yvang dimalksud dengan :

a.

Daerah adalah Eabupaten Demak ;
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Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta
perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan
Eksekutif Daerah ;

Kepala Daerah EKabupaten adalah Bupati Demak ;

Ruang adalah wadah wang meliputi ruang daratan,
lautan dan ruang udara sebagal suatu kesatuan
wilayvah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup
dan melakukan kegiatan serta memelihara Kkelang-
gungan hidupnyva ;

Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola
remanfaatan ruang baik direncanakan atau tidak ;

Rencana Tata Huang adalah hasil perencanaan tata
ruang ;

Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan
pemanfaatan ruangnya sesual dengan masing-masing
Jenisa rencana kota ;

Rencana Detail Tata Ruang kota yvang selanjutnya
digingkat RDTRE adalah rencana pemanfaatan ruang
kota secara terinci, wvang disusun untuk penyviapan
perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan pro-
gram-program pembangunan kota ;

Bagian Wilayah EKota yang selanjutnya disebut BWEK
adalah satu kesatuan willayah dari kota yang
bersangkutan, terbentuk secara fungsional dan

atau administratif dalam rangka pencapalan daya
guna pelayanan fasilitas umum kota ;

Block Perencanaan vang selanjutnya disebut Blok
adalah penjabaran wilayah perencanaan yvang lebih
kecil dari BWK dan terbentuk secara fungsional
dengan tujuan coptimalisasi pemanfaatan ruang

BAB 11
AZAS, MAEKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

FPenyusunan RﬁTRK didasarkan atas azas

a.

pemanfaatan ruang bagl semua kepentingan secara
terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi,
selaras, seimbang dan berkelanjutan ;

keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan
hukum

Pasal -3

Maksud penyusunan RDTREE BEWK II kota Demek adalah -

B .

sebagai penjabaran kebijaksanaan HRencana Umﬁm
Tata Ruang Kota wyang lebih rinci dalam pemanfaa-
tan ruang kota wyang lebih terarah ;
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b. untuk mewujudkan peningkatan kualitaa lingkungan

kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah
Perencanaan

Pasal 4
FPenyusunan RDTRE BWE II Demak bertujuan :

a. meningkatkan peranan kota dalam pelayanan yang
lebih luas agar mampu berfungsi sebagai pusat
pembangunan dalam suatu =istem rengembangan
wilayah :

b. memberi kejelasan pemanfaatan ruang vang lebih
akurat ;

c. mempercepat pembangunan secara lebih tertib dan
terkendali ;

d. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang
kawasan lindung dan kawasan budidaya ;

e. tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas
untuk :

- mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbu-

. di luhur dan sejahtera :

- mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan
menncegah sSerta menanggulangi dampak negartf
terhadap lingkungan ;

- mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahte-
raan dan keamanan

BAB III
WILAYAH PERENCANAAN
Pasal 5

(1) "Wilayah Perencanaan RDTRK Demask Bagisn Wilayah
Kota II mencakup 2 (dua) Kelurahan/Desa dengan .
luas T28,3 ha, yaltu :

&. Desa Katonsari seluas 251,9 ha seluruhnya ;
b. Kelurahan Mangunjiwan seluas 476,4 ha seba-

gian .
(2) Batas-batas wilayah perencanaan sebagalmana
. dimaksud ayat (1) adalah

a. =2ebelsh Utara : Sungai Tuntang bagian
Utara

b. sebelah Timur : J1. Bhayangkara baru, Jl.
Tembua Bogorame :

¢. sebelah Selatan : J1. Sultan Trenggono, Jl.
Tembus Bogorame II

d. sebelah Barat : Batas administrasi Desa
Katonsari

Pagal 6

Peta Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud Pasal

5 Peraturan Daerah ini adalah sebagaimsna tersebut

dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak -
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB IV ...
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BAE IV
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA

; Bagian Fertama
Fungsi dan Perwilayahan Bagian Wilavah Kota
Pagal 7

Fungsi PBaglan Wilayah Kota II kota Demak adalah
sebagal berikut

. kawasan perkantoran ;

kawasan permukiman ;

kawasan perdagangan, Jasa dan campuran ;

kawasan terbuka untuk konservasi

a0 o

Pa=al 8

Wilayah perencanaan BWE II kota Demak sebagaimana
tersebut dalam ‘Pasal 5 Peraturan Daerah ini dibagi
dalam Blok perencanaan sebagal berikut

. Blok I seluas 58,8 ha ;

Blok II seluas 159,66 ha :

. Blok III seluas 155,4 ha ;

Blok IV seluas 164,33 ha ;

Blok V seluas 190.,Z2 ha .

O a0 Fr’l:h

Pasml 9

Peta pembagian wilayah perencanaan dimaksud Pasal 8
Peraturan daerah ini adalah sebagaimana tersebut

dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpi-
sahkan dari Peraturan Dasrah ini .

Bagian Eedua
Jumlah dan Persebaran Penduduk
Pagal 10

Jumlah penduduk diasumeikan pada akhir tahun 2008
adalsh sebesar 43,691 Jjiwa .

Pamal 11

Jumlah Penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 10 Pera-

turan Daerah 1ini, prenyebarannya di masing-masing

Blok ditetapkan sebagal berikut :

a. Blok I =sebesar 3.7680 jiwa dengan kepadatan 64
orang/ha ; :

b. Blok II sebesar 9.615 jiwa dengan kepadatan 60
arang/ha : i

c. Blok III sebesar 9.276 jiwa dengan kepadatan 80
orang/ha ;

d. Block IV sebesar 9.640 jiwa dengan kepadatan 60
orang/ha ; ;

e. Blok V sebesar 11.400 jiwa dengan kepadatan 60
orang/ha

Bagian ketiga
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Bagian Ketlga
Hencana Pemanfaatan Ruang
Bagian Wilayah Eota
Pagal 12

Pemanfaatan ruang wilayah perencanaan Bagian Wilayah
Kota ditetapkan sebagai berikut :

b=l ]

0 o0 oP

gawah beririgasi tehnis 281.8 ha ;

gungal 1,2 ha ;

saluran irigasi 0,3 ha ;

prermukiman dan pekarangan 146 ha ;

kuburan 2,2 ha ;

ruang terbuka (taman, lapangan OR, tegalan)
25.7 ha 3 '

Jalan 53.7 ha ;

fasilitas sosial (pendidikan, kesehatan., ekonomi,
ibadah) 30 ha ;

perkantoran pemerintah 115,.2 ha ;

komersial, perdagangan dan Jasa perkantoran
swasta 72,2 ha

Pamal 13

Pemanfaatan ruang sebagaimana dimalesud Pasal 12
Peraturan Deerah ini, untulk setiap bloknya ditetap-
kan sebagal berikut

L

Blok I

a. aungai 0,02 ha ;

b. permukiman dan pekarangan 30.57 ha 3

c. kuburen 1,0 ha ;

d. ruang terbuka (taman, lapangan 0OR, tegalan)
0,4 ha ;

e. Jalan 13,22 ha ;

f. fa=zilitas sosial (pendidikan, kezaehatan,
ekonomi, ibadah) 13.6 ha

Blok II

a. permikiman dan pekarangan 74.07 ha ;

b. Eoburan 1.2 ha :

c. ruang terbuka (taman, lapangan OR, tegalan)

16.4 ha. =

gd. Jalaw 18,8 ha

a. fasilitas sosial {pendidikan, kesehatan,
ekonomi, ibadah) €.,4 ha

. perkantoran pemerintah 42.7 ha

h

Blok IIl

a. sungai 0,06 ha ;

b. saluran irigasi 0,15 ha ;

c. permukiman dan pekarangan 19.2Z ha ;

d. ruang terbuka (taman, lapangan 0OF, tegalan)

1,88 ha ;
e. Jjalan 12 ha ;
f. fasilitas sosial (pendidikan, kesehatan,

ekonocmi, ibadah) 5 ha .
E. perkantoran pemerintah 44.8 ha ;
h. komersial, perdagangan, dan jasa perkantoran

-

swasta 72,2 ha
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4, Blok IV

a. sawah beririgasi teknis 83 ha ;

b. sungai 1,12 ha ;

¢. permukiman dan pekarangan 22,18 ha ;

d. ruang terbuka (taman,lapangan Olah raga dan
tegalan) 7,04 ha ;
Jalan 5,45 ha ;
fasilitas soslal (pendidikan, kesehatan.ekono-
mi dan ibadah) 5 ha ;
g. perkantoran Pemerintah 27.8 ha .

Hy @

5. Blek ¥
a. sawah beririgasi teknis 188,8 ha ;
b. saluran irigasi 0,2 ha ;
c. Jalan 1,232 ha

Bagian Eeempat
Lahan Cadangan dan Ruang Terbuka Hijau
Pazal 14

Penggunaan lahan selain tersebut pada Pasal 13
Peraturan Daerah 1ini, ditetapkan sebagai lahan
cadangan dan ruang terbuka hijau .

Fasal 15
Lahan cadangan dan ruang terbuka hijau sebagaimana

dimaksud pada Pasal 14 Paraturan Daerah ini, di-
perinci untuk setiap bloknya sebagai berikut

LBk
a. Sungail 0,02 ha ;
k. kuburan 1,0 ha ;
c. ruang terbuka (taman,lapangan 0Olah raga dan
tegalan) 0,4 ha
. Blple 1]
a. kuburan 1,2 ha :
b. ruang terbuks (taman, lapangan olah raga dan
tegalan) 16,4 ha
3. Blok T]1

a. saungai 0,06 ha :
b. saluran irigasl 0,15 ha :
¢. ruang terbuka (taman, lapangan olah raga dan
tegalan) 1,88 ha
4. Blok IV
8. sawah beririgasi teknis 893 ha ;
b. sungai 1,12 ha ;
. ruang terbuka (taman, lapangan colah raga dan
tegalan) 7,04 ha
5. Blok ¥
a. sawah beririga=si teknis 188,8 hs ;
b. saluran irigasi 0.2 ha

Fasal 16
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Pasal 18

Peta rencana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud
Pasal 12, 13, 14 dan 15 Peraturan Daerah ini adalah
sebagaimana tersebut dalam Lampiran 3, dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini .

Bagian Eelima
Sistem Jaringan tranaportasi
Pagal 17

Jaringan transportasi jalan raya vang melintas di
EWK II Kota Demak terdiri dari

a. Jalan arteri primer :
- melawati J1.5ultan Trenggono dengan lebar
DAMAJA 30 m .

b. Jalan kolektor primer

- melewatl Jl1. Kalikondang dan J1. Saribowo
dengan lebar DAMAJA 22 m ;

- melewatl Jl. Donorejo dengan lebar DAMAJA 22 m

- melewati Jl.Gegunung - J1l. Amarta - Jl.Setaman
- Jl. Kemuning - Jl.Kenanga dengan lebar DAMAJA
22 m 3

- melewati Jl. Pringgodani dengan lebar DAMAJA
22 m ;

. Jalan kolektor sekunder
- melewati Jl1. Cempaka rayva dengan lebar DAMAJA
g ol -
- melewati Jl. Bogorame dengan lebar DAMAJA 13 m:
- melewati Jl. Pringgodani dengan lebar DAMAJA
18-m: ;

3]

d. Jalan lokal primer
- melewati Jl. Jetis - J1. Lingkungan di BWE 1II
kota Demak dengan lebar DAMAJA 8,5 m

e. Jalan lokal sekunder
- melewati Jl. Lingkungan di BWK II kota Demak
dengan lebar DAMAJA 6 m

Pasal 18
Peta sistem jaringan transportasi dimaksud Pasal 17
Peraturan Daerah inli sebagaimana tersebut dalam
Lampiran 4, merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini .

Bagiasn EKeanam
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Bagian Keenam
Sistem Jaringan Utilitas
Pasal 18

Jaringan utilitas dimaksud dalam Peraturan Daerah
ini meliputi : Jjaringan air bersih, Jaringan tele-
pon, Jaringan listrik, Jjaringan air hujan, Jaringan
air limbah, hidrant dan persampshan .

Pasal 20

Sistem jaringan air bersih di BWEK II kota Demak

sebagail berikut -

a,. Jaringan primer terdapat di Jl. Sultan Trenggono;

b. Jjaringan sekunder diletakkan di J1. Sultan Ha-
diwijoyeo :

c. Jaringan tersier diletakkan di Jl. Lingkungan .

Pasal 21

mistem Jaringan telepon ditetapkan di BWE II kota

Demak sebagai berikut '

a. Jaringan primer terdapat di Jl. Sultan Trenggono:

b. Jjaringan sekunder terdapat di Jl. Sultan Hadiwi-
JOyo ;

c. WARTEL terdapat di Blok I, II, II, IV dan V

FPasal 22

Sistem Jaringan listrik di BWK II kota Demak dite-
tapkan sebagal berikut :jaringan tegangan menengah
melalui J1. Arteri Primer dan Jl. Lingkungan

FPaz=al 23

Sistem pembuangan air hujan ditetapkan tiap Blok

agebagail berikut -

a. saluran primer-sekunder ditetapkan melalui J1.
cultan Trenggono :

b. saluran sekunder-tersier ditetapkan melalui JI1.
Sultan Hadiwijoyo ;

c. saluran tersier-kwarter ditetapkan melalui J1.
Lingkungan . 3

Pasal 24

(1) Sistem Jjaringan air 1limbah ditetapkan tiap

Bloknya sebagai berikut

a. saluran primer ditetapkan melalui Jl1. Sultan
Trenggono ;

b. saluran gekunder ditetapkan melalui 1 =
Sultan Hadiwijowvo ;

c. saluran tersier ditetapkan melalui J1. Ling-
kungan .

(2) Inastalasi
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(2) Instalasi pengolah limbah terdapat di Tempat
Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang berada di
luar wilayah perencanaan BWK TII .

FPasal 25

(1) Perletakan hidrant umum pada setiap Blok-nya

ditetapkan sebagai berikut

a. Blok I hidrant umum diletakkan di Jalan
Sultan Trenggono ;

b. Blgk II hidrant umum diletakkan di Jalan
sultan Trenggono 3

z. Blok III hidrant umum diletakkan di Jalan
Sultan Hadiwijoyo ;

d. Blgk IV hidrant umum diletakkan di Jalan
Sungal Tuntang ;

g. Blok V hidrant umum diletalkkan di dJalan
cungai Tuntang

(2) Perletakan hidran kebsakaran pada setiap Bloknya
ditetapkan sebagai berikut

a. Blok I hidrant kebakaran diletakkan di Jalan
Sulten Trenggono ;

b. Blok II hidrant kebakaran diletakkan di Jalan
Sultan Treng&ono ;

c. Blok TII hidrant kebakaran diletakkan i
Jalan Sultan Trenggono ;

d. Blok IV hidrant kebakaran diletakkan di Jalan
Sultan Trenggono ; :

g, Blgk V hidrant kebakaran diletakkan di Jalan
Sultan Trenggono
Pasal Z86

Sistim persampahan meliputi :

(1) Tempat pembuangan sampah aementara//container

diletakkan :

a. Blok I di J1. Sultan Trenggono dan J1. Ling-
kungasn ;

b. Blok II di Jl. Sulten Trenggono -dan - JIl.
Lingkungan ;

c. Blok III di Jl. Sultan Hadiwijoyo ;
d. Blok IV di Jl. Lingkungan

(2) Tempat Pembuangan Akhir diletakkan di luar BWK
II

Pasal 27
Rencana peta sistem Jjaringan utilitas dimaksud Pasal
22, 23, 24, 25 dan 30 Peraturan Daerah ini sebagai-

mana tersebut dalam Lampiran o dan 6 yang merupsalkan
baglan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Ketujuh
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Bagian Ketujuh
Kepadatan Bangunan
Pa=mal 2B

(1) Kepadatan bangunan ditetapkan dengan pembatasan
Koefisien Dasar Bangunan (KDB) pada setiap Blok
peruntukan '

(2) Setiap Blok dapat ditetapkan lebih dari s=satu
reruntukan

Pasal 29

a. perumahan KDB ditetapkan maksimal 45% ;
b. perdagangan dan jasa KDB ditetapkan B80% ;
c. pendidikan KDE ditetapkan 45%

Pasal 30

Rencana peta kepadatan bangunan dimaksud Pasal 29
dan 30 Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana
teraebut dalam Lampiran 7 yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Kedelapan
Ketinggian Bangunan
Fasgsal 31

Ketinggian Bangunan ditetapkan dengan Koefigien
Lantai Bangunan (KLB) dan @atuan panjang pada
setiap peruntukan yang disesuaikan dengan lebar
Jalan

Pasal 32

Ketinggian bangunan di BWK I] ditetapkan maksimal 4
lantai dan KLB maksimum sebesar 1,40 dengan keting-
gian maksimum 24 m

Pazal 33

Hencana peta ketinggian bangunan dimaksud Pasal 32
dan 33 Peraturan Dserah ini adalah sebagaimana
tersebut dalam lampiran 8 yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Kesembilan
Garis Sempadan
Pasal 34

Penetapan Garis Sempadan bangunan ditinjau dari

a. sempadan bangunan ;
b. sempadan sungai ;
c. sempadan saluran

Pasal 35
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Pazal 35

(1) Garia sempadan muka bangunan (yang berbatas

dengan jalan) ditetapkan sebagai berikut

a. pada J1. arteri primer (J1. Sultan Trenggono)
adalah 28 m ;

b. pada Jl. kolektor primer (J1. Kalikondangz,
Jl. Saribowo dan Jl. Donorejo) adalah 10 m ;

¢. pada Jl. Kolektor sekunder (J1. Kenanga Rava,
Jl. Bogorame, Jl. Pringgodani) adalah 6 m ;

d. pada - J1. Lokal primer (Jl1. Jetis, Jl. Ling-
kungan) adalsh 4 m ;

&. pada J1l. lingkungan adalah 2 m

masing-masing dihitung dari as jalan .

(2) Garis sempadan samping dan belakang bangunan
vang berbatasan dengan persil tetangga, ditetap-
kan sebagai berikut :

a. untuk bangunan tunggal tidak bertingkat dapat
berimpit ;

b. untuk bangunan deret sampai dengan ketinggian
J lantai dapat berimpit

c. untuk bangunan dengan ketingglan lebih dari 3
lantal diatur tersendiri  dalam peraturan
Daerah

Fasal 36

Garis sempadan sungal Tuntang ditetapkan 20 m diukur
dari as sungail .

Pazal 37

Garis sempadan bangunan di tepi sungai Tuntang
ditetapkan 24 m diukur dari as sungai .

FPagal 38

Garis sempadan bangunan di tepi saluran primer di
Jl. Sultan Trenggono ditetapkan 15 m diuvkur dari as
Jalan

Pasal 39

(1) Khusus untuk garis sempadan bangunan perdagangan
dan Jjasa serta bangunan industri dan pergudangan
ditetapkan lebih besar dari ketentuan Pasal 36,
d7, 38, 39 dan 40 Peraturan Daerah ini, sebagai-
mana tersebut dalam Lampiran 10

{2) Pada kawasan berkepadatan tinggi. garis sempadan
bangunan perdagangan dan jasa ditetapkan dapat
berhimpit dengan garis sempadan pagar setelah
mempertimbangkan faktor parkir kendaraan

Bagian Eesepuluh .




L

13
Bagian EKesepuluh
FPenanganan Lingkungan
Dalam Baglan Wilayah Kota

Pazmal 40

Penanganan lingkungan BWE II Eota Demak meliputi
penanganan bangunan dan Jaringan pergerakan serta
utilitas vang akan dllaksanalkan

Pagal 41

Penanganan lingkungan sebagaimana Pasal 41 Peraturan
Daerah ini ditetapkan setiap Bloknya sebagai
berikut

a. Bangunan
1. bangunan baru yang akan dibangun berada di
Hink e T4l L F I dan. V
2. bangunan wyang akan ditingkat berada di Blok I,
1ly. a1l IV dan ¥ 3
3. bangunan yang akan diperbaharui berada di Blok
i BT T T 7 e Y | R
4. bangunan yang akan diperbaiki berada di Blok
Lyl s TS TY daty V- ;
bangunan yang akan dipugar berada di Blok I,
11, Bl IV Oan N

o

b. Jaringan jalan
1. Jaringan Jjalan baru yang akan dibangun berada
di Blalk T, Il IIE, IV dan V =
2. Jaringan Jalan baru yvang &akan ditingkatkan
berada di Blok T, II,-III, IV dan V :
3. Jaringan Jalan baru yang akan diperbailki
berads di Blek T, I1I, III. IV dan V .

c. Jaringan utilitas

1., Jaringan utilitas baru vang akan dibangun

meliputi

a. Jaringen air bersih berada di Blok I. 1II,
1T, IV-dan V ;

b. Jaringan listrik berada di Blok I, II, III.
IV dan V ; .

c. jaringan telepon berada di Bleok I, II, IXI.
IV dan V ;

d. Jaringan air huJan berada di Blok I, 1II,
LT3 =T dan V.5

2. Jaringan utilitas baru yang akan ditingkatkan

meliputi

a. Jaringan air bersih berada di Blok I, II,
LEL, TV dav &F ;

b. Jaringan telepon berada di Blok I, II. III.
IV dan V :

c. Jaringan  alr hujan berada di Blck I, II,
I1T.: IV dan -V .

J. Jaringan




14

3. Jaringan utilitas baru yvang akan diperbaharui

meliputi

a. Jaringan air bersih berada di Bleok I, 1II,
LET IV idan -3 &

b. Jaringan Lietrik berada di Blok I, II, III,
IV:dan ¥ -

c. Jaringan telepon berada di Blok I, ITI, IIT,
IV dan V : :

d. Jaringan air hujan berads di Blok I, 1II,
I1I, IV dan V-

4. Jaringan wutilitas baru yang akan diperbaiki

‘meliputi

a. Jaringan air bersih berads di Blok I, 1II,
i I e 7 S e ;

b. Jaringan Listrik berada di Bleok I, II, III.
IV dan V ;

c. Jaringan telepon berada di Blok I, II, ITII,
IV dan V ;

d. Jaringan air hujlan berada di Bleok I, II.
ELL. 1YV dan-V

Bagian Kesebelas
Tahapan Pelakssanaan Pembangunan
Pasal 42

~ Tahapan pelaksanaan pembangunan BWK II kota Demak
ditetapkan § (lima} tahapan, yaitu tahun 1598,/19899 -
200872009 yang dirinci dalam 2 (dua) tahunan .

Pasal 43

Peta pentahapan pembangunan tahunan dimaksud Pasal
42 Peraturan Daerah ini adalah =sebagaimana dalam
lampiran 9, 10, 11 dan 12 vang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Keduabelas
Penjelasan Rencana
FPa=zal 44

Buku Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Album Peta
merupakan penjelasan wvang lebih rincil dan merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daesrah ini

BAB W
PELAESANAAN EENMCANA DETATL TATA RUANG
; Pasal 45

Penyusunan program-program serta proyek-proyek vyang
diselenggarakan oleh Instansl Pemerintah, swasta dan
masyarakat luas harus berdasarkan pada pokok-pokok
kebijaksanaan sebagaimana dimakesud dalam BAB IV
Peraturan Daerah ini

Pasal 46
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Pagal 46

Rencana Detall Tata Ruang EKota bersifat terbuka
untuk umum dan ditempatkan di kantor Pemerintah
Daerah dan tempat-tempat yang mudah dilihat oleh
masyarakat

Pasal 47

Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi menge-
nai Eencana Detail Tata Ruang EKota secara tepat dan
mudah

BAB VI :
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMAHNFAATAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG EKOTA
Pasal 48

Pengawasan dan pengendalian RDTRK guna menjamin
tercapainyva makesud dan tujuan rencana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini
dileskukan oleh EKepala Deserah sesuai dengan ketentuan
vang berlaku

Fasal 489
{l) Pengawasan bLerhadap pemanfaatan ruang dilakukan
dalam bentuk  pemantauan, pelaporan dan
evaluasi

(2) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dalam
bentuk perijinan sesuai dengan kewenangan yang
ada pada Femerintah Daerah

(3) Pengawasan dan pencegahan segala kegiatan pem-
bangunan/pemanfaatan yang tidak sesual dengan
FPeraturan Daerah ini menjadi wewenang Camat atau
Instansi berwenang setempat dan dalam waktu
gelambat-lambatnya 3 =% 24 Jjam walJib melapor
kepada Bupatil Kepala daerah atau Dinas Teknis
vang dirujuk :

BAE VII
EETENTUAN PIDANA
Pasal 50

(1) Barang ziapa melanggar pemanfastan lokssl saseba-
gaimana ditetapkan dalam Bab IV Peraturan Daerah
ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam)
bulan dan atau denda opaling banyak Rp.
5.000.000,- ¢lima juta rupiah) .

(2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat
(1) Pasal ini, tindak pidana yvang mengakibatkan
perusakan dan pencemaran lingkungan diancam
dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
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BAB VIIL
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 51

(1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan
atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal b0
Peraturan Daerah ini Peraturan ini dapat Jjuga
dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri
Sipil atau disingkat PPNS di lingkungaen Pemerin-
tah Daerah, yang pengangkatannya sesual dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku

{2y Dalam melaksanakan tugas penyvidikan, Penyidik
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada
avat (1) Pasal inl berwenang i
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseo-—

rang tentang adanya tindak pidana ;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di
tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
menyuruh berhenti seorang tersangka dan
memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;

O

. d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
. e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
f. memanggil seseorang untuk didengar dan di-

periksa sebagal tersangka atau saksil ;
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam

hubungan dengan pemeriksaan perkara ;

h. menghentikan penyidikan setelah mendapat
petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak
terdapat cukup bukti atau peristiwa terasebut

: tidak merupakan tindak pidana dan selanjutnya
melalui Penyidik Umum memberitahukan hal
tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau
keluarganya

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum vyang
dapat dipertanggung Jjawabkan

(3) Penvidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita
. acara setiap tindakan tentang
pemeriksaan rumah ;
pemasukan rumsh ;
. penyitaan benda ;
pemeriksaan surat ;
. pemeriksaan saksi ;
pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirim-
nva kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik
POLRI

om

M 0 Q0O

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Fasal bZ

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka

a, kegiatan yang telah ditetapkan dan keberadaannya
tidak sesuai dengan Rencana Detail Tata ERuang
Kota, tetap berlaku sepanjang tidak mengganggu
fungsi lingkungan dan peruntukan ruangnva
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b. dalam hal kegiatan yang telah ada dan dinilai
mengganggu fungsi lingkungan dan peruntukan ruang
harus segera dicegah dan atau dipindahkan ke
_tempat yang esesual dengan peruntukannya selambat-
lambatnya 3 (tiga) tahun sasejak pengundangan
Peraturan Daerah ini

BAB X
EETENTUAN PENUTUP
Pasal 53

{1y Hal-hal vang belum diatur dalam Peraturan Daerah
ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan
diatur lebih lanjut dengan Eeputusan Bupati

({2) Segala Peraturan Daersh yvang materinya berten-
tangan dengan Paraturan Daerah ini dinyvatakan
tidak berlaku lagi .

Pasal 54

FPeraturan Daesrah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerin-
tahkan pengundangannya Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam lembaran Daerah Eabupaten

Demak .
tapkan di Demak
8 tanggal 22 Januari 2000
ATI DEMAK
£ ——
H. DJOKO WIDJI SUWITO, SIP. H
Diundangken di Demak - Disetujui DPRD Kabupaten Demak

Dengen Keputusan No.06/KEP.DFRD/20C0
tanggal 22 Januari 2000 .

SEKRETARIB : KABUPATEN DEMAI

pada tanggal 24 Januari 2000

Drs. EDI SABARNO
Pembina Utama Muda
NIP., ClC OB5 792

LEMBARAIN DAERAH KABUPHTEQ?DEHAK TAHUN 2000
NOMOR 3 SERI D NOMOR 2 .
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH EKABUPATEN DEMAK
NOMOR 3 TAHUN 2000
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DEMAK
BAGIAN WILAYAH KOTA II

PENJELASAN UMUM

15

1.

: 2

.

FPengertian Rencana Detail Tata Ruang Kota

Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya dising-
kat RDTEK adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang
disusun dan ditetapkan untuk mempersiapkan perwujudan
ruang bagian-baglan wilayah kota dalam rangka pelaksa-
nean program dan pengendalian pembangunan kota dan
masyarakat dalam Jjangka panjang dan menengah . Rencana
tersebut merupakan rumusan tentang kebijaksanaan pengem-
bangan penduduk, rencana pemanfaatan ruang bagian wila-
yvah kota, rencana struktur tingkat tingkat pelayanan
bagian wilayah kota, sistem jaringan fungesi Jjalan bagian
kota, rencana sistem Jaringan utilitaz bagian wilayah
kota, rencana kepadatan bangunan lingkungan. rencana
ketinggian bangunan, rencana garis =sempadan, rencana
penanganan lingkungan, rencana indikasi unit pelavanan
pelayanan bagian wilayah kota dan rencana tahapan pelak-
sganaan pembangunan bagian wilayah kota .

Pengertian BRencana Detall Tata Ruang Eota - Bagian
Wilayah Kota IT .

Rencana Detail Tata Ruang Kota - Bagian Wilaysh Kota II
yvang aselanjutnya disingkat RDTRE - BWE II merupakan
penjabaran lebih lanjut dari Bencana Umum Tata Ruang
Kota Demak khususnya pada Bagian Wilayah Kota II wvang
mencakup wilayah Desa EKatonesari dan Mangunjiwan Kecama=-
tan Demalk

Bila Rencana Umum Tata Ruang Kota lebih bersifat struk-
tur dan konseptual, maka Rencana detail Tata Rusng EKota
memberikan arahan teknis perkembangan dan pertumbuhan
kota

REDTEE BWE II adalah merupalkan wadah yvang menglkoordinasi-
kan kegiatan balk Pemerintah, swasta maupun masykat,
oleh sebab itu bimana sudah ditetapkan secara hukum
wajib diataati oleh semua pihak .

Pedoman yang mendasarl RDTRE-BWK II adsalah Peraturan
Menteri Dalam Negerl Nomor 2 Tahun 1287 tentang Pedoman
Fenyusunan Rencana Kota wyang prosedur penyusunannya
diatur dengan Eepmendagri Nomor 59 Tahun 1988 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pedoman FPenyusunan Rencana Ecota

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Fasal 1 - cukup jelaé :

Paaal 2 : cukup jelas .

Bagal '3 . .-




Paasal
Fasal
Pasal

Pasal
Pagal

Pasal
Pasal
Pasal
FPasal
Pasal
Pasal

Pasal

Pa=zal
Fasal
Fazsal

Pasal
Fasal
Pasal
Pagal
Paszal
Pasal
Paszal
Fasal
Paagl
Pasal
Pasal

=] 1 N &

10
11
12
13

14

15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26

27

™
.

28 ayat (1):

B

cukup Jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup Jjelas
vang dimaksud kawasan campuran adalah
kawasan yang dapat tumbuh untuk fungsi
bebas sesual perkembangan alamiah pada
kawa=an tertentu

cukup Jjelas ;

cukup Jelas- ;

cukup Jelas
cukup Jelas ;

cukup Jjelas ;

vang dimaksud blok adalah bagian dari unit
lingkungan vang mempunyai reruntukan
pemanfaatan ruang tertentu yang dibatasi
oleh Jjaringan pergerakan dan atau Jaringan
utilitas ;

yang dimaksud dengan lahan cadangan adalah
lahan kosong atau lahan pertanian yang
diperkirakan sangat potensial bagi perkem-
bangan secara alami akibat dari pertumbu-
han fungsi kota

cukup Jelas ;

cukup jelas ;

Fengertian Jalan primer, Jjalan sekunder,
Jalan arteri, Jalan kolektor maupun Jalan
lokal adalah sebagaimana telah ditentukan
dalam Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan

Yang dimaksud dengan Jalan lckal primer
adalah Jjalan dalam sistem primer yang
mempunyai ciri-ciri sebagaimana Jalan
lokal, sedang Jalan kolektor sakunder
adalah Jalan dalam sistem sekunder yang
mempunyali ciri-ciri sebagaimana Jalan
kolektor

Jalan lokel sekunder adalah Jalan dalam
alstem sekunder yang mempunyal sebagaimana
sebagaimana jalan lokal .

cukup jelas ;

cukup jelas :

cukup Jjelas ;

cukup jelas
cukup Jelas ;

cukup jelas ;

cukup Jelas ;

cukup Jjelas ;

cukup jelas ;

cukup Jjelas ;

vang dimaksud Koefisien Dasar Bangunan
(EDB) waitu : Perbandingan antara luas
lahan yang tertutup bangunan (luas dasar
bangunan) -‘pada kawaszan tertentu dengan
luas persll pada kawasan bersangkutan wvang
dinyatakan dengan angka prosentase .

WA WA WE W




Pazal
Pasal
Pasal

Pasal
FPa=al
Fasal

Pagal
Fasal
Fazal
Bazal
Pasal
Pagal
Pasal
Paszsal

Pasal
Fasal
Fasal
Pagal

Pazal
Pagal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal

Fa

L |
al

31

32
33
34

35
36
37
38
39
40
41
42

43
44
45
46

47
48
49
B0
o1
b2
53
b4

cukup Jelas ;

cukup Jjelas ;

Yang dimaksud Koefisien Lantai PBangunan
({KLB) wyaitu angka maksimal dalam hasil
perbandingan antara luaz seluruh lantai
dibanding luas persil pada kawasan ber-
sangkutan yang dinyatakan -dengan angka
prosentase ;

cukup jelas ;

cukup Jjelas ;

Yang dimaksud garis sempadan bangunan
adalah garis lisplank bangunan terluar
makeimal yang diijinkan untuk merapat
kearah garis Daerah Milik Jalan ;

cukup Jjelas ;

cukup Jjelas

cukup Jelas ;

cukup jelas ;

: cukup jelas ;

cukup Jelas ;

cukup Jjelas ;

Pentehapan pelaksanaan pembangunan adalah
guatu cara untuk menunjang keberhasilan
yang optimal dalam mencapai tujuan dan
sasaran pembangunan- kota yang telah dite-
tapkan yaitu sebagai berikut

Tahap Pertama: Tahun 1888/1888 - 1859/2000
Tahap Kedua : Tahun 2000/2001 - 2001,/200%2
Tahap Ketiga : Tahun 2002/2003 - 2003,/2004
Tahap Keempat: Tahun 2004/2005 - 2005/2006
Tahap Kelima : Tahun Z2006/2007 - 2007/2008
cukup Jjelas ;

cukup jelas ;

cukup jelas ;

Yang dimaksud tempat-tempat yang mudah
dilihat oleh masyvarakat adalash kantor
Kecamatan dan Desa yang bersangkutan
culkkup jelas ;

culkup jelas ;

cukup Jelas ;

cukup jelas ;

cukup Jjelas ;

cukup jelas ;

cukup Jelas ;

cukup Jelaa




